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Pada hari Inl, Kamis, tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan
belas (05-12-2019), bertempat di Cipanas, Kabupaten Garut, yang bertandatangan di
bawah ini :

I. Drs. KUSMANA HARTADJI, MM : Kepala Dinas Koperasl dan Usaha Kedl Provinsi
Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan
Soekarno-Hatta Nomor 705, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor
119/51/Pemksm tanggal 17 Juni 2019, dalam
hal inl bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

I1. Drs. ATET DEDI HANDIMAN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Bandung, berkedudukan di
Bandung, Jalan Kawaluyaan Nomor 2 Kota
Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Wall Kota Bandung Nomor 119/4368-Diskumkm
tanggal 5 Desember 2019, dalam hal Ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kota Bandung.

Drs. H. ADE WAHIDIN, M.SI . Kepala Dinas Koperasl dan Usaha Kedl Mikro
Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di
Ngamprah, Jalan Raya Padalarang Cisarua Km.2
Desa Mekar Sarl Kecamatan Ngamprah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati
Bandung Barat Nomor
180.5.Kuasa 37/Bag.Hukum/2019 tanggal 4
Desember 2019, dalam hal Ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung Barat.
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ADET CHANDRA PURNAMA ST., : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan
MM Perindustrian Kota Cimahi, berkedudukan di
Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cmahl
Gedung C Lt 3, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus wali Kota Cimahi Nomor
130/5573/DISDAGKOPERIN tanggal 5
Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Dr. CAKRA AMIYANA, ST, MA : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bandung, berkedudukan
di Soreang, Komplek Pemerintah Daerah
Soreang Jalan Raya Soreang Km. 17,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupat
Bandung Nomor 119/2930/KSOTDA tanggal 4
Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung.

Drs. H. IYAN PRIYATNA, M.Si . Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Bekasi, berkedudukan di
Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Bupati Bekasi Nomor
800/4821/Dinkopdanukm tanggal 5 Desember
2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Drh. Hj. MAHARANI DEWI : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecl dan Menengah Kota  Cirebon,
berkedudukan di Cirebon Jalan Cipto
Mangunkusumo Nomor 20 Kota GCrebon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota
GCrebon Nomor ... ... tanggal . ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas namn
Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Drs. E. TRISNA HENDARIN, MSI  : Kepala Dinas Koperasi, UKM. Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Indramayu,
berkedudukan di Indramayu, Jalan MT. Harvono
Nomor 11B berdasarkan Surat Kuasa Xhusus
Bupati [ndramayu Nomor
518/S.Kuasa.04/Tapem/2019 tanggai 4
Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Indramayu.

Scanned by TapScanner




Dr. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
MM Menengah Kabupaten Majalengka,
berkedudukan di Majalengka, Jalan Suma
Nomor 422, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Bupati Majalengka Nomor 518/2336/KUMKM
tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka.
Ir. BUNBUN BUDHIYASA . Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kabupaten Kuningan, berkedudukan
di Kuningan, Jalan Arujl Kartawinata Nomor 17,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupat
Kuningan Nomor ....... tanggal ...
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Drs. EKO YULIANTO, MP : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pahlawan
Nomor 49, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Bupati Garut Nomor 518/3520/DKU tanggal 5
Desember 2019, dalam hal inl bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Garut.
Drs. EDDY NURMANA, M.Si : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecll dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten
Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya,
Jalan Mayor Utarya Nomor 1, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Bupati Taslkmalaya Nomor
........... tanggal ..., daldm hal inl
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
H.M. FIRMANSYAH, SH.,MH . Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota
_ Taslkmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya,
| . cay 1001E Jalan Ir. H. Djuanda (komp. Perkantoran),
EAR S ‘ berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota
- i Tasikmalaya Nomor P/1391/518/
Diskopukmnaker/XI/2019 tanggal 25 November
2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Kota Taslikmalaya.
Drs. YUSUF. SA., MM : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perdagangan Kabupaten Clamis,
berkedudukan di Clamis, Jalan Jendral Ahmad
Yani Nomor 171, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Bupat Clamis Nomor
518/1279/DKUKMP/2019 tanggal S Desember
2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah Kabupaten Clamis.

H. SAIFUDDIN, A.Ks., M.KES . Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
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Ir. WOWO SUTISNA

Drs. H. AYEP SUPRIATNA, MM

Drs. H. TOHARI SASTRA., MSI.

Drs. H. ABDILLAH, M.Si

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Sumedang, berkedudukan di Sumedang Jalan
Mayor Abdurachman Nomor 107, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Bupati Sumedang Nomor
875.1/253/KS/2019 tanggal 4 Desember 2019,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Prt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecdl dan Menengah Kabupaten Bogor,
berkedudukan di Cibinong, Jalan KSR Dadl
Kusmayadi Kelurahan Tengah  Cibinong,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bogor
Nomor .. tanggal . . .. ... dalam hal inl
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kota Sukabumi,
berkedudukan Sukabumi, di Jalan Surya
Kencana Nomor 78 , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Kota Sukabumi Nomor
510.8/08/Ekbang&KD/2019 tanggail 3
Desember, dalam hal inl bertindak untuk dan

atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Kepala Dwnas Koperasi Usaha Kecll dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Canjur, berkedudukan di Clanjur,
Jalan Ara Wiratanudatar Nomor 17
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Clanjur
Nomor 046/230/pem tanggal 4 Desember 2019,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Clanjur.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecll dan
Menengah Kota Bekasi, berkedudukan di
Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wall Kota
Bekasi Nomor  518/7948/DISKOPUKM SET
tanggal 5 Desember 2019, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kota Bekasl,
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H. MOHAMMAD FITRIAWAN, : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
ST, MT Depok, berkedudukan di Depok, Jalan
Margonda Raya Nomor 54 Gedung Dibaleka II

Lantai 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wall

| Kota Depok Nomor 027/1430/DKUM/XI1/2019

</  (— " tanggal 3 Desember 2019, dalam hal ini

A ¥ bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
) Daerah Kota Depok.
Drs. TEDI GARNIDA, MM :  Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM

Kabupaten Pangandaran, berkedudukan di
Pangandaran, Jalan Ardiyasa Nomor 17
Komplek Pasar Parigl, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Bupati Pangandaran Nomor
181.1/3005/Disdagkop/2019 tanggal 27
November 2019, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pangandaran.
Drs. H. RAHMAT : Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan
FATHARRAHMAN, M.SI Perindustrian Kabupaten Subang, berkedudukan

di Subang, Jalan Aipda KS Tubun Nomor 14,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Subang
Nomor Hm.03/1658/Hmspro tanggal . . .
Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang.

Dra. Hj. KARLIATI JUANDA, MM : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecll dan
Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di
Purwakarta, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor
170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati
Purwakarta Nomor 518/4147/UKMM tanggal 3
Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerimtah Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd . Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecll dan
Menengah Kabupaten Karawang, berkedudukan
di Karawang, Jalan Husni Hamid Nomor 28,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati
Karawang Nomor 073/7982 tanggal S
Desember 2019, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Karawang.

Scanned by TapScanner




HITE
i
1

mMnmmm

um.

Scanned by TapScanner

Sag Adeton tangoal 2 Desermmber 2019, dalam
' O bertindak UtAe dn M Nama
Pemerrtah Daerah Kota Bogor
Pars Kepela Diras KabupsteryXota tersebat O
K, slanhutiya secars Dersama-sama et
PIMAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIMAK KFDUA delam Perjarfian Kerla Sama ind ind secara bersama-
sama selarjutrye disetat PARA PIMAK, dan masing masing disetut PTHAX.

Kuasa Kwsus Wall Xota Bogor Nomor 119/33-

mw .m.

yarg
dan

il
_m__ _ _

Drs. ANAS 5. RASMANA, MM
L hmwmmamm,mm,

PIMAK tetah
27 (e

i1

Deerah

| Kesepakatan

e ar st

PARA PIHAK terfebih datndy menerangkan hat-hal sebage beriat




Pasal 1
DEFINISI

Sepanfang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yanQ bersangkutan, maka

pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai
bertkut

1.  Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan
hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagal modal

untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, soslal, dan budaya sesual dengan nilal dan prinsip Koperasi.

2. Usaha Mikro adalah usaha produktif millk orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhl kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecl dan
Menengah.

3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirl sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasal, atau menjadi baglan balk
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhl kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjlan Kerja Sama Ini adalah sebagal dasar bagi PARA PIHAK untuk

melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasl, Usaha Mikro dan Kedl di
Jawa Barat.

(2) Perjanjlan Kerja Sama ini adalah membangun sinergitas program PARA PIHAK dalam
rangka pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Ked! untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 3
OBJEK
Objek Perjanjlan Kerja Sama Ini adalah Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha
Mikro dan Kecll
Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliput! :

3. M@EMWanenﬂmmdwmnm
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B Pembiasn dan Pegembangen Usahe M dan kel yag beraa
- KabupstenyXota se-Jawa Barat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

{1) PARA PIMAK saling bertukar informasi dan data terkait melakukan berkoordinas
dalam melaksanakan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kedl

(Z) PARA PIHAK melakukan berkoordinasi dalam melaksanakan Pembinaan dan
Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecll.

(3) PARA PIHAK melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro
| dan Kedl berdasarkan kewenangan sesual ketentuan peraturan peruncang-
| undangan.

Pasal 6
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PTHAK

(1) PIHAK KESATU memiliki peran dan tanggungjawab sebagail berfkutpopop

a. pembinaan SDM Aparatur PIHAK KEDUA yang menangani KUMKM agar mampu
melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap KUMKM:

b. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan hai-hal sebagai berfiax

1. mensinergikan semua potensi yang ada d Daerah untuk meningkatian
pengembangan KUKM;

2. menciptakan Ikim Usaha yang Kondusif di Deaerah untuk menjamin
kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebaga
prasyarat untuk berkembangnya KUMKM: dan

| 3. menyusun rencana kerja bersama sebagal pedoman PARA PIMHAK dalam
| melaksanakan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.

C. bersama-sama dengan masing-masing Pemerintah Daerah KabupateryXota
melsksanakan pembinaan Koperasl dan Usaha Mo yang berada o
wilayahnya, meliputs

1. peningkatan kualitas kelernbagaan KUMKM

1. pengembangan pewllsyshan produk ungguian dalam rangka meningkatian
doys KUMKM,

3. peningkstan pengetahuan serta shap wirausaha dan  meninghkat e
produkdvitas

| 4. fasiitasl mendapatian dukungan pemblavaan bag KLMKM  da-
S peninglutan skses paser bag KUMKM
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(2) PIMAK KEDUA mempunyal peran dan tanggungjawab sebagal berikut :

a. membantu PIHAK KESATU dalam penyediaan sarana prasana dalam rangka
pembinaan SDOM Aparatur PIHAK KEDUA yang menangani KUMKM agar.mmpu
melaksanakan proses pembinaan dan pengembangan terhadap KUMKM,

b. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1.

3,

mensinergikan semua potensi yang ada di Daerah untuk meningkatkan
pengembangan KUMKM;

menciptakan Iklim usaha yang kondusif di Daerah untuk menjamin
kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagal
prasyarat untuk berkembangnya KUMKM; dan

menyusun program/keglatan/rencana kerja sebagai pedoman PARA PIHAK
dalam melakukan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.

c. masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan
Koperasi dan Usaha Mikro yang berada di wilayahnya bersama-sama PIHAK
KESATU, meliputi :

1.
2.

peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM;

pengembangan perwllayahan produk unggulan dalam rangka meningkatkan
sumberdaya KUMKM;

. peningkatan pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya

produktivitas;

fasilitasi mendapatkan dukungan pembiayaan bagi KUMKM; dan
peningkatan akses pasar bagl KUMKM.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kedl
dilaksanakan selama keglatan beriangsung.

(2) Evaluasl pelaksanaan Perjanjlan Kerja Sama Ini dilaksanakan melalui rapat
koordinasl, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasll monitoring dan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan
sebagal bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanfian Kerja Sama ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjlan Kerja Sama Ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak

ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat dipempanjang sesual
kesepakatan PARA PITHAK.

10
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(2) PIHAK vyang berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama
memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan
sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperiukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan
kepada PARA PIHAK secara proporsional sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 10
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
bilamana :

a. telah berakhir jangka waktunya; dan
b. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

(1) PARA PIHAK bersepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya
Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang
saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin
ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak
dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari
PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi
dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-
pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (/ockouts), atau
kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran
dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa force
majeure, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat
dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan
yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang
terkena force majeure harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis,
paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.

11
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Pasal 15
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan
diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di
Bandung, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 29 (dua

puluh sembilan) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. KUSMANA HARTADII, MM

PIHAK KEDUA :
KEPALA DINAS KOPERASI DAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
UKM KOPERASI UKM DAN

UMKM KOTA BANDUNG,
KABUPATEN BANDUNG BARAT, PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI,

Dl | =)

Drs. ATET DEDI HANDIMAN Drs. H. ADE WAHIDIN, M.Si  ADET CHAND PERMA*A BT,
M

KEPALA DINAS KOPERASI DAN  KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN BANDUNG, UKM KABUPATEN BEKASI, COPERASI DAN UKM
KOTA CIREBON,

TEETERAI ' 5,
- ll._:,E-P""rI PI: L 1;%{

. GHE44AHF 162442
-
o
A HIBU FUPIA,
.4 v -
e

or. CAKRA AMIYANA, ST, MA  Drs. H. IYAN PRIVATNA, M.Si  Drh.

. MAHARANI DEWI
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tm KEPALA DINAS KOPERASI,
UMKM PERINDAG KOTA
TASIKMALAYA,

UKM KEPALA DINAS KOPERASI, UKM  KEPALA DINAS KOPERASI UKM

DAN PERDAGANGAN KOTA PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATER
SUMEDANG, |

m

Drs. YUSUF, SA.,MM

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI  KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
DAN UKM KABUPATEN BOGOR, PERDAGANGAN DAN
f PERINBUSTRIAN KOTA

ARMAN JAVA, SE. MM Dre/ B/AYHP SUPRIATNA, MM Drs. H-TOH

=
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